SEKRETARIAT DIREXTORAT JENDERAL
. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

. Isu kesetaraan gender bukanlah isu yang baru .di

_-I-ﬁdqne_si_g._ ‘Upaya memperbaiki nasib perempuan .Sud:ah '
'c_iipelopori oleh R.A. Kartini yang dilanjutkan oleh organisasi-
organisasi. perempuan. lainnya, namun belum men‘dapat:_

_:.perhatlan_ serius dari pemerintah. Sen‘mg wakiu, pemenntah

i '.:_mulau ‘melakukan langkah konkrit yaitu dengan meratzﬁkasi___.
_Konven31 International Labour Organization (ILO) Nomor 100 .

-dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan, dan puncaknya dengan
meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

Tindak Diskriminatif Terhadap Perempuan (CEDAW) melalul

Undaﬂg—Undang Nomor 7 Tahun 1984, .

Berkaitan dengan itu Menteri Dalam Negeri juga
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus
utamaan .gender di daerah yang kemudian menjadi acuan
P:éme;‘_intah -Paerah dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat termasuk dalam
perumusan Peraturan Daerah.

Namun berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional
Perempuan di 16 Kabupaten/Kota di Tujuh {7) Provinsi, ada
154 kebijakan daerah yang diskriminatif, 63 diantaranya
diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak
berekspresi, pengurangan hak atas perlindungan dan
kepastian hukum karena mengkriminalkan perempuan,
pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak
bagi kemanusiaan.Sedangkan provinsi yang kabupatennva
paling banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif secara
berturut-turut adalah Jawa Barat, Sumatra Barat, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa

Timar
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Mehhat reahtas ini, maka sangat pentmg bag1 masyarakat
'Slpx_l untuk ter}nbat denga‘z sungguh sungguh da}am
pemantauan proses legislasi. Jika hal ini tidak d1lakukan
!-tentu akan: semalﬂn bertambah - peratura:a daerah yang lahlr
-:aias nama otonorm daerah yang tldak sesuaz dengan mstem

e Peraturan Daerah kedudukannya menjadi - san'gat
o '-.startegm semenjak pasca_ amandemen UUD 1945; yaitu pada
':_"'.Pasal 18 ayat (6): UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerln' ah
'ldaerah berhak menyusun peraturan daerah dan peraturan
_-Iamnya ‘Inilah kewenangan- konstltusmnalnya peraturan
.-daerah dibuat oleh kepala daerah dan DPRD. a9

¢ Tidak dapat dipungkiri bahwa di era otonomi daerah "ini
:diperlukan peningkatan: kualitas peraturan daerah, sedangkam

kualitas peraturan daerah perlu didukung kualitas dan
kuantitas pemangku tugas-tugas pembentukan peraturan
daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan® Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah -mempunyai tugas melaksanakan sebagian fu'n'gs_'i
pembentukan hukum di daerah. Untuk itu peran Kantor
Wilayah dalam proses pembentukan peraturan daerah masih
memerlukan perbaikan dan harus terus ditingkatkan.

~ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
sebagai unit yang mengemban fungsi melaksanakan
standarisasi teknis peraturan perundang-undangan, termasuk
standarisasi teknis peraturan daerah, merencanakan
kegiatan Pemberayaan Perempuan di bidang Peraturan
Perundang-undangan di 4 (empat) ibukota provinsi. Kegiatan
ini telah dilaksanakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung
dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.




' _: BIREKTORAT ?ERANCANGAN i

- ..-DAF’E‘A_R RUU PROGRAM LEGISLASI NASEONAL PRiORITAS :
TAHUN 2011 YANG DIFRAKARSAI GLEH E

KEMENTERL&N HUKUM DAN HAM_

1. | RUU tentang Kitah Undang Undang R v <7 prieritas 2010
Hukum P:clana S i B R . VELy
2. RUU fentang Hukum Acara P1dana A - V- ¥ - Prieritas 2010 | |
3.7 | RUU tentang Pemberaniasan Tindak. | L U NS T I
| Bt Kotapsic T 12 i i g
4 | RUU " temtang Perubaban . Atas | A A J Prioritas 2010'
© | Undang-Undang Nomor 3 Tahun| -
B 1997 tentang Pengadilan Anak ~ . ¢
5. | RUU: temtang . . Perubahan  atas| ¥ | - TN [ A | Prioritas 2010 ¢
. _Undanngndang Nomor ;19 Tahun |- : , Lo
o __2002 tcntang Hak C1pta L Y
6. -| RUU tentang Perampasan Aset ¥ A A o |
7. | RUU tentang Lambang Palang Merah | ¥ o v . v
8. | RUU tentang Komisi Kebenaran dan| f J ¥ o
Rekonsiliasi
9, | RUU  tentang Perubahan atas| ¥ g - - VAR
. - .»| Undang-Undang Nomer, 31 Tahun | - L Lo :
'| 2000 tentang Desain Industri
:710.] RUU - tentang - .Perubahan -atas| ¥ | ¥ | -+ .- 4
Undang-Undang Numor 14 Tahun ;
2001 tentang Paten ’
11.[RUU tentang  Perubaban atas| ¥ { v - |
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
200] tentang Merek
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PERKEMBANGAN PROLEGNAS 2010 RANCANGAN
UNDANG-UNDANG YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

RUU Inisiatif;.i?emerinta_h.-..- TR A

Telah menjadi Undang-Undang .
1.. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi; =

Pembahasan Tingkat I = .
2. RUU tentang Keimigrasian:
3. - RUU tentang Transfer Dana;
4. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

-T.z_:lah. .di_é_ampaikan kepada Presiden .
5. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. RUU tentang Pengadilan Anak;

Proses penyampaian Kepada Presiden

7. “RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

8. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

9. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta.

RUU Inisiatif DPR

Pembahasan Tingkat I

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1987 tentang Protokol;

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. RUU tentang Bantuan Hukum;

Peniyusunan di DPR

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

S. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 Komisi Yudisial;




DEREKTGRAT HﬁRM@NES&SI
PERA’E‘URAN PERUNDANG—ENEANGAN

_ Kond181 tldak harmonls (dzsharmonl) dalam bldang
_peraturan perundang—undangan sazlgat besar potensmya ‘Hal
ini-terjadit karena begztu banyaknya peraturan pemndang~-
.undangan d1 negara kzta Untuk undang undang saja basaj_

“dan Pemermtah telah’ dltetapkan Sebanyak 284 RUU dalam"
Proiegnas 2005 2009 dan pada Prolegnas 2009- 2014 sebanyak
247: Namun.dalam perkembangannya kebutuhan hukum
masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan.
zaman ituisendir. : - :
Sesuai- dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang"
ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) menentukan bahwa “Dalam
keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden
dapat mengajukan rancangan undeng-undang di luar Program
Legislasi:Nasional (Prolegnas).” Ketentuan ini kemudian
digunakan secara bersama-sama oleh DPR-RI dan Pemerintah
untuk melakukan pembahasan suatu rancangan peraturan
perundang-undang di luar Prolegnas. '
+ Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-
undangan adalah sebagal upaya untuk menyelaraskan,
menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi
suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan
peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi,
sederajat, manpun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain
peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara
sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih
(overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya
hierarki peraturan perundang-undangan. '
Pasal 18 ayat {2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menentukan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri vang fugas dan

tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.
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Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan menjadi semakin penting,
‘karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan merupakan salah-satu unit eselon II di lingkungan
Ditjen Peraturan Perundang- undangan yang ditugaskan untuk
melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap Rancangan
Undang-Undang (RUU)- saja, tetapi juga terhadap Rancangan
Peraturan:Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPU), '
Rancangan Peraturan Pemerintah . (RPP) dan Rancangan
Peraturan Presiden (RPERPRES).

Terhadap peraturan perundang»undancan yang dasampaﬁ{an
oleh pemrakarsa kepada Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan dilakukan penjadwalan untuk dilaksanzkan
rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian dilaksanaian
oleh masing-masing subdirektorat sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Di sini diperlukan tenaga yang terampil dan handal
atau ahli dalam melakukan pengharmonisasian terkait dengan
berbagai peraturan perundang-undangan. :

Berdasarkan data per 1 Januari 2004 sampai dengan 31
Agustus 2010, kegiatan pengharmonisasian yvang telah
dilakukan oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan adalah sebagai berikut:

Tahun | RUU !Rperpu| RPP | RPerpres | REepres | Rinpres JUMLAT
2004 52 2 44 12 12 3 113
2005 31 4 90 41 - . 166
2006 | 30 - 85 7 - - 122
2007 26 2 119 9 - - 156
2008 22 - 112 10 - - 144
2609 18 - 150 6 1 - 175
2010 15 - ag 10 - - 113

oy | 199] 8 |6o8 e3 13 3 599




140
120 RUU
ieo_ & RPERPU
a0+ O rep
e I RPERPRES
)  RIPRES -
RKEPPRES| =

2005 2006 2007 2008 2008 2010

Grafik kegiaian pengharmonisasian 2004-2010

Adapun rincian Triwulan 2 kegiatan pengharmonisasian
peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2010 sampai
dengan 31 Agustus 2010 adalah sebagai berikut: '

%o
frs Dikem % I Yo selesai
Tahun UG Jmi Belesal Proses ba selesai Proses d.lke::slzk kes:lut
han
2010 RUU 15 6 9 - 40,0% 60,0% 0,0%
1 Jan RPP a8 49 40 9 50,5 |- 44,8% 9,2%
sfd 12 . o
Juli PERPRES 16 a a 2 40,0% 40,0% 20,0%
RPERMEN 1 - - - 0,0% 0,0% 100,0% 56,9%
JUMLAH
PERATURAN P-UU- o o o, 5
AN YANG 123 59 33 11 48,0% 43,1% B8,9%
HARMONISASIKAN o

RUL
RPP

0 RPERPRES
O PERMEN

SELESAI PROSES DIKEMBALIKAN
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Adapun rincian kegiatan pengharmonisasian peraturan
pemndm1g—unda;1gan_pada 1 Januari 2010 sampai dengan "_'2___1
Agustus 2010 yang dilakukan oleh Sub Bidang Direktorat
Harmonisasi dan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut:
" RIDANG POLHUKAM
E SELESAT . . PROSES . I
| SUBDIT | yapwonisast | marmonisast | PIKEMBALIKAN | TOTAL
1o RUU R0 B B ) 4 o G
RPP L8 w5 -1 14 -
RPERPRES 4 4 e 10
JML 17 13 3 33
BIDANG KEUBANK
SELESAI PROSES
SUBDIT | yagmonisast | mARMoNIsAs] | DIREMBALIKAN | TOTAL.
RUU 1 1 - 2
RPP 21 13 1 35
RPERPRES - - - 0
JML 22 14 1 37
BIDAMG INDAGRISTEE
SELESAI PROSES
SUBDIT HARMONISASI | HARMONISASI DIEKEMBALIKAN | TOTAL
RUU - 4 - 4
RPP 12 18 1 31
RPERPRES - - - 0
JML 12 22 1 358
BIDANG KESRA
SELESAI PROSES ,
SUBDIT HARMONISAST | HARMONISASI DIKEMBALIKAY | TOTAL
RUU - - - 0
‘- RPP 8 4 6 18
RPERPRES - - - 0
JML 8 4 6 i8




Secara formal -prasedur -pengharmomsasxan, pembulatan
~dan pemantapan Lo ratur -

‘yang berasal dari Preszden telah dlatﬁf dalam Peraturan .

._Presuien Nomor 68 Tahun 2005, sebaga_l pelaksanaan dam

: ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor: 10° Tahun :

__2004 Dalam perakteknya proses pengharmomsas:tan
ut tidak mudah
.-sehmgga':f-Dlrekto t Harmonisasi
: Perundang—undangan perlu meiakukan penyesuaian;- .
::dengan reahtas tuntutan prakt1s di’ Iapangan agar proses:"

pembulatan dan pemantapan konsepsz terse

pengharmomsaswn pembulatan dan pemantapan konsepsz.
dapat ber;alan dengan lancar sesuai dengan Undang—Undang
Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Pres1den Nomor 68 Tahun
- 2005 dlperlukan suatu pedoma:a kebjj akan tekms dan petunjuk

-pelaksanaan pengharmomsasmn pembulatan _ dan---

pemantapan konseps1 rancangan pera‘turan perundang»

Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk
peiaksanaan pengharmomsasmn pémbulatan dan
pémaniapan konsepsi rancangan peraturan perundang—
undangan sebaga1 standar l{onsepm prosedur - dan teknile
penyusunan serta perancangan peraturan perundang-
undangan yang baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis,
yurldls vang ‘merupakan aspiratif, responsif dan memenuhi
kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik. Peraturan perundang-undangan yang baik ialah
peraturan perundang- undangan vang tidak bertentangan
secara verukal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan
konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan
falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang
melingkupinya, UUD Negara R.I Tahun 1945, Undang-undang
lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya
dan kebijakan lainnya.
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o DIREKTORAT FASILI’I‘ASI mmwcmiam
PERATURAN DAERAH

_ Dalam upaya fasﬂ1tas1 pembentukan Peraturan Daerah
Dlrektorat Fas:htasx Perancangan Peraturan Daerah telah..

melakukan berbagai keglatan antara lain .

1_:-. S -Keglatan Ka_11an ﬂdan Inventar1sas1 Peraturan Daerah pada

25 (dua puluh hma) Kabupaten/ Kota di Indonesm

---'_.:_*:.;'Melakukan koordinasi’ dengan pemermtah Daerah'.'z
S __Kabupaten/ Kota untuk tzhun 2010 melalui keglatan :

Kajian ‘dan Inventansasx Peraturan Daerah. di-25. (dua
~-puluh. 11ma) Kabupaten/ Kota: (daftar terlamplr) dengan
- Peraturan, Daerah yang dlperoleh sebanyak 235 (dua

... ratus tlga puluh hma) Peraturan Daerah yang selanjutnya__.

~akan dilakukan pengkajian terhadap. Peraturan Daerah
tersebut baik dari segi substansi maupun teknik.
2. -Kegiatan Fa31l1tas1 Y . : :
- Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah yang
- telah dilaksanakan sampai dengan alkhir bulan September
-~ tahun 2010 antara lain : . : :
a. . menerima kunjungan konsulta31 dari Dewan
. Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota,
. stake holder maupun dinas terkait sebanyak 7 kali
kunjungan {daftar terlampir}; _ :
—.~b. . memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan
- Daerah dan memberikan masukan terhadap materi
muatan Peraturan Daerah serta permasalahan
hukum lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
‘Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi lain
sebanyak 5 kali (daftar terlampir);
3. Kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan

Baerah




.. - Melaksanakan kegiatan Implementasi Perangkat

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam

tahun 2010 kegiatan tersebut dilaksanakan. di 2 (dua)

. Provinsi, yaitu. Provinsi. Maluku dan: Provinsi DKI Jakarta:

Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.di Provinsi Maluku

:-Kegiatan i-tersebut telah dilaksanakan pada tanggal
27 s. d. 30 September 20 10, bertempat di Ambon '

Prov1n31 Maluku.

Peserta dalam keglatan tersebut merupakan.

perwakilan dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD
Provinsi/Kabupaten/ Kota, Sekretariat DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat/stal Kantor
.. Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Maluku.

Kegiatan Implementasi Perangkat. Pembentukan
Peraturan Perundang undangan di Provinsi DKI
Jakarta.

= Rencananya kegzatan tersebut akan dilaksanakan

pada bulan November.Tujuan dilaksanakannya
kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan adalah untuk
meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan
keterampilan dalam penyusunan Peraturan
Daerah bagi aparatur pemerintah di tingkat
daerah, legislative drafter di daerah dan lembaga
yvang menangani masalah hukum dan peraturan
perundang-undangan. Sehingga diharapkan
aparatur pemerintah, legislative drafter di daerah dan
lembaga yang menangani masalah hukum dan
perundang-undangan dapat lebih memahami secara
substansi, materi muatan, dan teknik perancangan
peraturan perundang-undangan khususnya
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'Peraturan Daérah, serta dapat lebih memahaml
'tatanan ‘Pemerintahan dalam “menafsirkan
_'---kesepahaman hubungan Pemerintah Pusat dan
--Pemermtah Daerah’ terutama dalam menafszri«;an
'berbagal perangkat peraturan pemndang-undangan
:(daftar terlamplr) s ' e :
““Melaksanakan keglatan Pembmaan Teknlk__
: : '-_Perancangan Peraturan Daerah sebanyak 23 kah_
o " (daftar terlampir); S A Ry
e, “Melaksanakan tugas kedmasan Iamnya yang
T d1per1ntahkan oleh p1mp1nan Sebanyak 11 kali
'(daftar terlamplr) - :

~Kegiatan ‘evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari
kegiatan inventarisasi peraturan daerah dan konsultasi:

1.+ Melakukan pengkajian terhadap Peraturan ‘Daerah yang

' ‘telah dihimpun dan diinventarisir; dan

2. Memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan

" Daerah maupun permasalahan hukum yang dimintalkan
" konsultasi kepada Direktorat Fasﬂztam Perancangan
- Peraturan Daerah 4 '




LAMPIRAN  PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT FASILITASI
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2010

L Keg1atan Sub D;rektorat Med1a51 dan Konsuitas1

SIS D Penenmaan Kun_}ungan Konsultasi

| e v Tanggal B " Enstansi Permasalahan yang
e ?el ksanaan IR oy . Dikonsultasikan

wdan| B4 7 2010 | Kanwil Bengleulu. ... .| Konsultasi Tata Cara Penyusunan -
o ' Peraturan Daerah

2, 5-7-2010 | DPRD Kota Padang Konsulta31 tentang Pembentukan
Panjang Lembaga Keuangan :

Mikro /Revolving (Lembaga Bukan

| Bank) yang Masih Belum Berbadan
Hukum dan Bentuk Lembaganya
sesual Hukum dan Perundang-

. undangan
3, 21-7-2010 DPRD Kota Konsultasi mengenai Undang-
Kotamobagu Undang tentang Pelayanan Publilc,

Pembuatan Perda, dan PP Nomor
19 Tahun 2010

4. | 21-7-2010 DPRD Kabupaten Konsultasi tentang Tata Cara

¥ ' Trenggalek Penyusunan Perda yang Baik
.+ 27-7-2010 DPRD Kabupaien Konsultasi Knnjungan Kerja Badan
Asahan ; Legislasi Daerah DPRD Kabupaten

Asahan tentang Pembahasan
terhadap 14 Ranperda Kabupaten

; Asahan
6. 16-8-2010 DPRD Kota Padang Konsultasi Mekanisme tentang
Panjang Pelaksanaan Perda Inisiatif
7. 16-8-2010 DPRD Kabupaten Konsultasi Raperda tentang
Kepulauan Selayar Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan Tate Cara
BPenyusunan Perda Inisiatif DPRD

2. Pemberian Tanggapan

Na. Tanggal Instansi Permasgalahan yvang Ditanggapi
1. 5-7-2010 DPRD Provinsi | Tanggapan Raperda tentang Badan
Banten Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Banten
2. 53-7-2010 Kanwil Bengkulu Tanggapan 4 Raperda:

1. Raperda tentang Pajak Pengelolaan
Sarang Burung Walet

2. Raperda tentang Kawasan
Konservasi Laut Daerah (KKLD)
{(Pengelolaan EKonservasi Penyu di
Kabupaten Muko-Muko)

3. Raperda tentang Retribusi
Pemakaza.n Kekayaan Daerah

b}

-

2 TEay
werda-terstue-Pembanguranydd
Pemanfaatan Menara
Telekomunikasi
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3L T-7-2010 | Ikatan - Pekerja | Tanggapan ‘mengenai Monitoring Perda®

Sosial Profesxonal .yang - bertentangan -dengan - Unciang-_
Indonesia (IPSPY | Undang )

4, 20-7-2010 | Walikota Tanggapan  mengenal Pasal i50

Tangerang Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2089
st vl tentang - Pajak Daerah - dan  Retribusi
DPaerah

3. 10-8-2010 | Bupati Karo - . | Tanggapan mengenai-Payung Hukum |

{vang - dapat menjadi - pegangan
"| Pemerintah ~"daerah. .. dalam ™ hal

pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 i
: Ta.hun 2009 belum terbentuk :

3 _._._Tugas Kedmasan Eamnya yang dxpermtahkan oleh"'
" _szpman ' '

Narasu.mber pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

o _'."P.enyu__s_u_nan_ Perancang Peraturan Perundang-

S)

6)

undangan Angkatan Ke-II di BPSDM pada tanggal 8

“Juli 2010. .

_ Narasumber Pra Seminar Praktik Kerja Lapangan
(PKL) pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

B P_eny@sﬁﬁaﬁ Perancang Peraturan Perundaﬁg
‘Angkatan Ke-Il pada tanggal 23 Juli 2010.

Narasumber pada Peningkatan Kapasitas

Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-

ﬁnd’angan di Prince Hotel — Solo pada tanggal 26
Juli 2010, |

Narasumber pada Diklat/Bintek Anggota DPRD
Propinsi Semarang yang diselenggarakan oleh
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro di Hotel
Ibis Mangga Dua — Jakarta pada tanggal 31 Juli 2010.

Narasumber Seminar Praktik Kerja Lapangan (PKL)

pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Penyusunan Perancang Peraturan Perundang
Angkatan Ke-II pada tanggal 3 Agustus 2010.

Menghadiri Rapat Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Dewan Hak Cipta (Konsinyering) di Hotel
Salak — Bogor pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2010.
Menghadiri Rapat Tim Penyusunan Program

Harmonisasi Peraturan Daerah di Kanwil

| Peraturan Pemerintah . sebagaa.;_'




1.

a0

: Kementeman Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta_
o _.:.:_pada tanggal 23 Agustus 2010. _ 4
8) -'Narasumber pada lelat/Blntek Anggota DPRD: :
v -'"Proplnsa dan Kabupaten/ Kota dari Partai: Persatuan;-_
X :Pembangunan (PPF). yang dlseienggarakan oleh Pusat:
Kajzan dan Pemberdayaan Sumberdaya Daerah d1
~ Hotel Lumlre - Jakarta pada tanggal 27 Agustusi'__

-_-Keg1atan Sub D1rektorat Pengumpulan dan Pengolahanél
Data - @ !
'1. Pelaksanaan Keglatan Kapan dan Inventar1sa51{

Peraturan Daerah di 25 (dua puluh lima) Kabupaten /

_ Kota mehputl

KAJIAN DAW INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2010

NO. KABI KOTA NOMOR PERDA |8 :i;%; JUMLAH.
1 Kota Ternate (Malut} 1-14 - 2009 14
2 Kota Ambon (Maluku) 1-8 2009 - 8
3 Kab. Rokan. Hulu (Riawu)} 1-5 2009 3
4 |'Kota Bontang (Kaltim) 1-5,7-10 2009 9
5 | Kab. Tanah Bumbu (Kalscl) 1-15 2009 15
6 Kab. Toba Samosir {(Sumut) 4-5 2009 2
7 | Kota Tanjung Balal (Sumut) 4,610 5606 3
8 Kab. Karané Asem {Bali) 1-9 2009 9
9 | Kab. Buleleng {(Bali 7,10 - 11 2000 8
10 | Kab. f:]iak Numfor (Papua) 1-4,6 2009 5
11 Kota Tarakan {Kaltim) 1-4,7-8 2009 8
18| iab- Bombana-{Bultenggore) 22009 190
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13 Kpta Solok {Sumbar) S 1-8 2000 8

- 1477| Kab. Acch Tamiang (NAD] - . ' T 4-1921] 2009 17
45 Kota Bi£ung {Sutui) - 1-5,7-13,15 2009 - 13
T Kb Jwepia Pape | 2S5,8°T7] 2009 i
=177 Kab, Pidie Jaya (NAD) | 4,6-8,10- 11, 2009 11

13- 17 B
18 | Kab. Gunung Mas {(Kalteng) 2-7 2009 6
*19 | Kota Sawah Lunto {Sumbar) - 1-12 2000 i 12
20 | Kab. Bone (Sulsel) 1-13,16-28 2009 26
21 | Kota Prabumulih (Sumsel) 1-4 2009 4
22 | Kab. Sumbawa (NTB} 1-5 20{)8.». 5
723 | Keta Gorontalo {Gorontalo) 1-8 2009 8
24 | Kab. Takala:a.r_ (Sulsel} 1-6 2009 6
25 | Kab. Bolaéﬁg: lﬁungondow 1-5,7-9 2009 8
{(Sulut}
JUMLAH 235 |

2.

Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan oleh Pimpinan:

1. Rapat penyusunan RUU tentang Perkumpulan tanggal
20 Juli 2010

2. Rapat Penjelasan Penghargaan Warta Ekonomi
e-Government Award 2010 dan Smart Cities Award
tanggal 22 Juli 2010

3. Seminar Bulanan MES (Masyarakat Ekonomi
Syariah) tanggal 9 Agustus 2010 Raker Pembahas




1L - Kegiatan Sub Direktorat Pembmaan Teknik Perancangan
Peraturan Daerah
1. Keg:atan Pembmaan ’I‘ekmk Perancanga:a Peraturan '
Daerah
wo. | | JENIS KEGIATAN " KBGIATAN PELAKSANA
1. | Narasumber: oo 1 Juli-2010 Kementerian Dalam
) o - Negeri )
2, l'Narasumber Peningkatan | 5Juli 2010 Kabupaten Natuna
B 'SDMbaglPejabatdlKab T B 1 - y
Cen o Nayng e e L e L
3. Narasumber dalam Dl.kiat 13 Juli 2010 BPSDM
Sunca.ug )
4. Narasumber 14 Juli 2010 1 Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Prov.
DKI Jakarta
S. Narasumber dalam Diklat - 20 Juli 2010 BPSDM
Suncang i ]
6. | Pelatihan Jabatan 23 Juli 2010 - BPSDM
"'| Fangsional Perancang
Peraturan Perundang
undangan Hulkum di Daerah .
7. Narasumber Peningkatan 26 Juli 2010 Ditjenn PP
Kapasitas Penyusunan
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
8. Narasumber 26-27 Juli 2010 Kanwil Kementerian
hukum dan HAM Prov.
DXI Jakarta
g, Narasumber 28 Juli 2010 Lab.Pengembangan
alaatanst FE UNDIP
10. | Narasumber Pra Seminar 23 Juli 2010 BPSDM
11. | Narasumber 23 Juli 2010 Kanwil Xementerian
hukum dan HAM Prov.
DX Jakasta
12, | Narasumber House Training | 30 Juli 2010 Perhimpunan Balegda
Lepal Drafting Indonesia
13. | Narasumber Seminar PKL 3 Agustus 2010 BPSDM
14. | Narasumber pada Keglatan 3-4 Agustus 2010 | Kementerian
Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan
Perlindungan Pekerja Perempuan dan
Rumahan Perlindungan Analk
15. | Narasumber Dilklat Legal 4~ 10 Agustus Kanwil Kemlkumhbam
Drafter 2010 Prov, Jawa Tengah
16. | Narasumber Peningkatan 4-6 Agustus 2010 | Kab, Biak Numior
SDM bagi Pejabat di Kab.
Biak Numfor
17. | Narasumber dalam Acara 9 Agusius 2010 Ditjen PP
Pemahaman mengenai
Pembentukan Peraturan
Daerah vang Harmonis
18. | Narasumber Kegiatan Bintek | 12-13 Agustus Kementerian Energl dan

peayusunan Raperda di
sektor Energi dan Sumber

2010

Sumber Daya Mineral RI

daya Mineral
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197 Narasumber tentang 23 Agustus 2010 | Kanwil Kementerian
Penyusunan Program hukum dan HAM Prov,
Harmonisasi Perda DKI Jakarig

20. | Narasumber Pembahasan 3-4 September Kemeneg PP dan

- | Draft Pedoman Parameter | 2010 _ Perlindungan Anak

| Jender e '
21. | Narasumber 15 September Kemendiknas:
2010
22, | Narasumber = - ~+j September 2010 | Lab. Pengembangan
RIS SR NSRS Akuntasi FE UNDIP
23, | Narasumber =oo:0 . - September 2010 | Kementerian Dalam
. o - : Negeri

2. Tugas Kedinasan Lam Yang Diperintahkan Pimpinan :

T TANGGAL ‘
(WO, R J_ENIS HKEGIATAN KEGIATAN PELAKSANA
Rapat Pembahasan Permenkumham . .
1 tentang Tata Cara Pengumuman PT, 1/}t 2010 Dlt]er_l PP_
dan Yayasan dalam BN dan TLN :
Dit. Publikasi,
. p Kerja Sama, dan
2. | Undangan Pertemuan Jurnal Legislasi 1 1 Juli 2010 Pengundangan
PUU
Undang Pertemuan Pejabat Fungsional . 2
3. di Lingkungan Ditjen PP 9 Juli 2010 Ditjen PP
. 23}'}? Pembahasan RPP tentang Hak | o5 1 1 26010 | Ditjen PP
: Rapat Pembahasan RPP tentang J
5. | Pelaksanaan Undang-Undang 28 Juli 2010 | Kementerian
: Agama RI
Pornografi
Rapat Pembahasan RUU tenntang
Perubahan Atas Undang-Undang ; ot
6. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan P Ditgp PP
Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Undangan Rapat RUU tentang Tata
Hubungan Kewenangan Antara . Kementerian PAN-
7 Pemerintah, Pemerintah Daeralh serta 30 Juki 2010 RB
antar Pemerintah Daerah
Rapat Pembahasan Rpermen tentang
8. | Jabatan Fungsional Perancang i, g Ditjen PP
2010
Peraturan Perundang-undangan
Undangan Konsultasi Nasignal i
9. | mengenai kebijakan terhadap 201 Ogu Konas Perempuarn
pengarystamaan jender
Rapat Koordinasi Persiapan
10. | Penyusunan Modul Diklat Penvusun 26 Agustus BPSDM
2010
dan Peracang PUU
Undangan Peserta Ceramah
1l....Beninglaton-Pengetohuen-Perancang gg;&gu stus Bitjen-PP
Peraturan Perundang-undangan




IV, Kegiata.ri;.Sub__-_Direktorat_ Pe_r_encanaan ..da_n_ _P;e_lapora_n e

Narasumber D1k1at tanggal 19 20 Juh 20 10 dan_
tanggal 26 27 Juli-. 20 10 dengan penyelenggara
Pempr Vf_-__DKI Jakarta _ S -
L. Kegxatan “Sub. Dlrektorat Perencanaan dan Pelaporan _
' N raSumber Daklat tanggal 19~ 20 Julz 20 10 dan -
.:__.'_:;tanggal 26 27’ Juh 2010':dengan' penyelenggara_._ :
" Pemprov DKI Jakarta: . i
2 ';_.._-_'Narasumber lelat d1 Kanwﬂ DK_I Jakarta tanggal .
.o 23:Juli 2010, -
3. _Sos1ahsa31 RUU tentang pembahan Undang—Undang
e :;._Nomor 31. Tahun 2000 tentang desain Industri
.o+ ootanggal 28 Juli 2010 _ S
104, [ Rapat pembahasan Raracangan dasar dan evaluasi
- daerah otonom baru tanggal 30 Juli 2010.
5. -__Narésumber in House Training Legal Drafting
;. penyusunan Perda Khusus DPRD pada tanggal 30
.+ Juli 2010, _ 4.4 N4 ¥,
6, -_Permohonan tenaga pengajar/ narasumber Diklat
Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah

-bagi pejabat srategis angkatan IIl di lingkungan
Kemendagri/Pemda tahun 2010 di Badiklat
. Kemendagri tanggal 4 Agustus 2010.
7. Narasumber kegiatan penyusunan kebijakan
- perlindungan pekerja rumahan (putting out system)
penyelenggara Kementerian - Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 3-
4 Agustus 2010.
8. Rapat Koordinasi dalam rangka Implementasi
Instrumen HAM penyelenggara Ditjen HAM pada
tanggal 9 Agustus 2010.
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9.

10."

11
“ " .yang dipungut berdasarkan penetapan kepala

12.

13.

14.

- 15,

16.

17.

Rapat Koordinasi acara persiapan penyempurnaan
RANHAM 2010-2015 pada tanggal 12 Agustus 2010 .
Rapat Penyusunan RUU tentang Badan Usaha di
luar PT dan Koperasi penyelenggara Direktorat
Perancangan pada tanggal 24 Agustus 2010.

‘Rapat pembahasan RPP tentang jenis Pajak Daerah

“daerah atau dibayar send,trx oleh Wa_}lb pajak pada
tanggal 23 Agustus 2010." '

Narasumber pembahasan draft pedoman Parameter
gender penyelenggara Kemeneg PP dan PA pada
tanggal 3-4 September 2010.

Narasumber materi Tata Cara Penanganan atau
penyelesaian atas pelanggaran kode etik dan
strategi badan kehormatan dalam menerapkan kode
“etik dan tata terib penyelenggara Kemnediknas dan
FE Undip pada tanggal 18 September 2010.

Diskusi Panel tentang Penguatan peran Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
penyelenggara LEMHANAS pada tanggal 29
September 2010.

Sosialisasi RUU Paten pada tanggal 28 September
2010.

Rapat Konsinyering Tim RB pada tanggal 27
September 2010.

‘Raker Pembahasan DIM RUU tentang Bantuan

Hukum pada tanggal 29 September 2010.




. DIREEKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN

- Perkembangan Permohonan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 194’5 '.-s'ampai :dengan -bula:a'_-Ju_ni-"sebagai berikut:

__1. Permohonan yang diterima’ pada Tahun 2009 sebanyak 78
(tu;uh puluh delapan} permohonan dengan rincian sebagau
berlkut & 1 B

oads
b.

..__e

Permohonan ya_ng sudah dlputus sebanyak 70 (tujuh
puluhj) perkara

Permohonan yang belum diputus sebanyak 8 (deiapan)
perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Permohonan Nomor 24/PUU_VH/2009: Pengujian

© Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28,

~ Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43,

Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59,
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 103, Pasal 106,
Pasal 107 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal
2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1),
dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), {3) dan ({4}, Pasal 5
ayat {1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal
13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 34 ayat
{3) dan (4), Pasal 40 ayat (5}, Pasal 43 ayat (3}, Pasal
44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (7)
dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat
(1} huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 14 ayat
(2}, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172
sampai dengan Pasal 201 sepanjang mengenai
“hasil penghitungan suara terhadap surat suara
vang dinyatakan tidak sah dan penghitungan sisa
surat.suara bagi pemilih vang tidak hadir dalam

Pemilu, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
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Pér’m’éhbnén ‘Nomor 115/PUU-VII/2009: "'Peﬂgujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentarg.

-~ Ketenagakerjaan, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
- Permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal

172 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap_

. Menunggu sidang putusan :
_--.__--'Permohonan Nomor 141/PUU VII/2009 Pengujlasn
' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
. Perubahan Kedua Undang-Undang Normor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Menunggu

- sidang putusan;

Permohonan Nomor 144/PUU VII/2009 Pengujian Pasal

. 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
'Kepauhtan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
 dalam tahap Menunggu sidang putusan;
_' :Permoho_nan Nomor 149/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal
- . 10 ayat (2), ayat (3}, Pasal 11 ayat {3), ayat {4}, Pasal 20,
'Pa,s_al 33 ayat (1), ayat {2}, dan Pasal 56 Undang-Undang

Nomeor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam

tahap Menunggu sidang putusan;
Permohonan Nomor 152/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal

219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

tentang Majelis Permusnyawaratan Rakyat, Dewan
‘Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Menunggu
- sidang putusan;

Permohonan Nomor 153/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal

20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat {3) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2007 tentang Energi, dalam tahap Menunggu
sidang putusan.

Permohonan yang diterima pada Tahun 2010 sebanyak
95 (lima puluh lima) permohonan dengan rincian sebagai
berikut:

a. Permohonan yang sudah diputus sebanyak 14 {empat

pelasy perkara;




e

-__;.-:,_Permohonan yang belum dzputus sebanyak 40 (empa_t
'..'_"__-'};puluh} perkeua dengan rincian sebaga; berikut:. 5
' - Permohonan Nomor 1 /PUU-VII1/2010: Peﬂgu_]lan'
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang”
'___._;-'.Pengadﬂan Anak; dalam tahap. Mendengarkan-:
o __.__Keterangan Saksz/Ahh darl Pemohon dan_'
... Pemerintah;. < .. o
:;Z___-:Permohonan Nomor 2/PUU VIII/ZO 10 Pengupan"
Lot -':_'-:Undang Undang Nomor 40 Tahun. 2007 tentang_;
__"'::__--.:Perseroan _Terbatas “dalam. tahap Mendeﬂgarkan_--
. Keierangan - Sak31/A‘111 dari Pe'nohon dan
: :_.-:_Pemermtah .
..~ Permohonan. Nomor S/PUU VIII/ZO 10 Pengu_;lan
YA '_Pasal 1 ancrka 4, angka 7, dan ‘angka 18, Pasal 16
_ {ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal
_ -21 Pasal 23 ayat 2, ayat {4) ‘ayat (5), ayat (6, dan
Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wllayah Pesisir dan
. Pulau-Pulau Kecil, dalam tahap Mendengarkan
.. Keterangan Saks1 dan Ahl]. dari Pemohon dan
. Pemerintah; :
. Permohonan.. Nomor S/PUU VIII/QOIO Penguﬂan

Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16

_ayat {1}, Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal

21, Pasal 23 ayat (2], ayat (4), ayat {5}, ayat (6), dan

‘Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, dalam. tahap Mendengarkan
Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;

Permochonan Nomor 6/PUU-VIII/2010: Pengujian
Pasal 30 ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam tahap
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan
Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;

Permohonan Nomeor 7/PUU-VIII/2010: Pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
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‘Rakyat,’ Dewan 'Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Mendengarkan
"Keterangan Pemerintah DPR, dan Sak81/Ahll dari

' Pemohon; :

® -Permohonan Nomor S/PUU—VIII/QOIO Pengujzan Undang-

o Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak
Angket Dewan Perwakﬂan Rakyat, dalam tahap
"'-"Keterangan Pemermtah DPR dan Sak31/Ah11 dari

'."::*_'.Pemohon R o '

i Permohonan Nomor 10/PUU VIII/QOlO Pengujian

' Undang-Undang Nomor 4§ Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Peagujian

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

“Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan

* Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

© Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268

" ayat (3)], dalam tahap Mendengarkan Keterangan
" Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;

° Permohonan Nomor 12/PUU-VIII/2010: Pengujian
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

" Kesehatan, dalam tahap Mendengarkan keterangan Ahli
dari Pemohon;

e Permohonan Nomor 13/PUU-VIIT/2010: Pengujian

' Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang
isinya dapat Menggangu Ketertiban Umum, dalam tahap
Mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon;

° Permohonan Nomor 22/PUU-VIHI/2010: Pengujian Pasal
268 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam tahap
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;

e Permohonan Nomor 23 /PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 184
ayat (4) Undang-Undang Nomeor 27 Tahun 2009 Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 23 tentang MFR, DPR, DFD,
dan DPRED _dalam tahap.Mendengarkan Keterangan

Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;




 Permohonan Nomor 25/PUU-VIil/2010: Pengujian Pasal

22 huruf fdan Pasal 52 ayat (1} Undang-Undang Nomor.
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan-
-';'Batubara dalam tahap Pemeriksaan Perbazkan'

] Permohonan

:Permohonan Nomor 26/ PUU VIII/ 20 10: Pengu_;lan Pasal_: '
184 ayat (4) Undang- -Undang Nomor 27 Tahun 2009

”""--'-;_;tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap?’zf

_-_.Mendeng&‘kan Keterangan Pemermtah DPR da.n Sak

":Ahh dari Pemohon;
Permohonan Nomor 28 /PUU-VIII/2010: Pengu31an Mate:rzﬂ.
Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang- Undang Nomor :

8 Tahun 1981 ientang Kitab Undang-Undang Hulkum

Acara Pidana, dalam tahap Pemeriksaan Perbaakan-_'_

" Permohonan;

'Permohonan Nomor 30/PUU-VIII/2010 : Pengu}'ién'f"

.. Materiil Pasal 22 huruf a, huruf ¢, dan huruf f, Pasal_;S_S
huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1},

_Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75"

. ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat {2} Undang-Undang
‘Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan
Permohonan;

Permohonan Nomor 31/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil
Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20038
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam tahap
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan; :
Permohonan Nemor 32/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil
Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2}, Pasal 10 huruf
b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 21
Jaminan Sosial Nasional, dalam tahap Pemeriksaan
Perbaikan Permohonan,

Permohonan Nomor 51/PUU-VII/2010: Pengnjian Pasal

1 angka 8 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2)
Undang-lUndang-MNemor 12 . Tahun. 20028 tenitang
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Pehyelenggaraan Ibadah Haji, dalam tahap Pemeriksaan
‘Pendahuluan;

o Permohonan Nomor 52/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris, dalam tahap_

" Pemeriksaan Pendahuluan;

o “Permohonan Nomor 53/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
“"“Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan

~Pendahuluan;

s Permohonan Nomor 54/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
83 B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan;

® Permohonan Nomor 55/PUU-VIIL/2010: Pengujian Pasal
21 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan, dalam tahap Pemeriksaan
Pendahuluan; y

° Permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
67 huruf b dan Pasal 62 huruf b Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan;

REKAPITULASI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI
MAHEAMAH KONSTITUSI 2009-2010

& Permohonan

@ Ditolak
% Tidak Dapat Diterima

# Dikabulkan
= Ditarik Kembali

# MK Tidak Berwenang

# Belum Diputus

Sisa 2009 2010




.Putusan Nomor 11 14 21 126 136/VII/2009 tanggal 31*_.
"._Maret 2010 atas Pengug1a‘1 _-31Undang Unda.no Nemor 20- _
_T'ahu.n-i 2003 tentang S1sd1knas dan Undang Undang-_:

--_-20 Tahun-ZOOS tentang "Slstem Pend1d1ka11 _Nas1onal'j
- "'-'(Lembarax} Negara Repubhk Indonesla Tahun 2003
” *:"'_Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4301) ‘sepanjang frasa S
A _'j.'._bertanggung jawab” adalah konstitusmnal sepan_] ang
Fi dimaknai . ikut’ bertanggung Jawab” SShlngga pasal
f ""-f-;"'tersebut selengkapnya men;adl “Setiap warga negard.
ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
B penyelenggaraan pendzdzkan
e -Menyatakan Pasal 12" ‘ayat ( ) huraf ¢ Undang——
~ Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
_‘Pendidikan’ Nas;.onal (Lembaran Negara Republlk
i "Indonesza Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
A -Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4301},
s:epangang frasa, “..yang orang tuanya tidak mampu
“ - 'membiayai p'erididikamiya”,' bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, 'sehingga Pasal '12 ayat (1) huruf c
"' Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
" Sistem Pendidikan Nasional men}ad1, *“Mendapatkan
beasiswa bagi yang berprestasi”;
e = Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
' 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301} konstitusional sepanjang
frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai

sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan
sebagai bentuk badan hukum tertentu;
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;__Z.Menyatakan Penjeiasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
..:._:Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. Pendidikan
ey _,_.Nasmnal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
_-72003:Nomor 78, Tambahan. Lembaran. Negara Republik
..+ -Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-

= Undang Dasar Négara Republik Indonesia Tahun :1945;
T -_QMenyatakan Pasal 6 ayat {2).Undang-Undang Nomor . 20

: 'Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nasmnal
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
-..:78; Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia -

- ~:Nemor4301)sepanjang frasa, “.. bertanggung jawab” tidak
= mempunyaj kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai,

.. ikut bertanggung jawab”;

:_.MenyaLakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang
. NMomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
_:._-.._I__?:Na's___ional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor .78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “..yang orang

- tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak
mempunyai kelmatan hukum mengikat;
. -Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
~Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat;
Menyatakan Undamg»Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
.- Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;




Menolak permohonan pa;ra Pemohon untuk selam dan

- selebf_hnya

b. " Permohonan ‘Nomor 49/PUU-VIII/2010: Penguy,an Materiil
‘Pasal 22 ayat (1) huruf d, UndangnUndang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan R : '

‘

_ Szdang Putusan Tanggai 22 September 2010 dengan_

Menyatakan Pasa} 22 ayat {1) huruf d Undang-

Undang Nomor 16 ’I‘ahun 2004 tentang Kejaksaan

Repubhk Indonesm (Lembaran Negara: Republik
indonema Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

adalah sesuai ‘dengan Undang Undang Dasar

Negara Repubhk Tndonesia Tahun 1945 secara

:bersyarat (condztzonally constitutional), yaitu
“konsfitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan
' Jaksa Agung itu. berakhir dengan berakhirnya masa
““jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode

bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau

‘diberhentikan dalam masa Jabatannya oleh Presiden
dalam penode yang bersangkutan”; .
‘Menyatakan Pasal 22 ayat {1} huruf d Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung
itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden
Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama
masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang

2 3 b 2,
LS SULALLLUrL
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sETa Memenntahkan pemuatan putusan ini dalam Benta
| S _Negara Republik Indonesia sebagazma_na mestmya .
.= Menolak permohonan Pemohon untuk selam clan -
o ~selebihnya. . .o : o _
° Pemmbangan Hukum Mahkamah Konstztum antara laln _
...~ - bahwa oleh karena. telah terjada ketzdakpashan :
. hukum darl Pasal 22 ayat {1} huruid Undang-Unda_ng N
. 'Nomor 16 Tahu.n 2004 tentang Kejaksaan Republzk
j_;-_'Inciones:La, maka sejak dmcapkannya putusan ini.
__Mahkamah memberi tafsir yang pasti- mengenai
. I__I_la,sa_ jabatan . Jaksa. Agung sampai dengan
L . ditakukannya legislative review oleh pembentuk Undang-
. Undang yang syarat-syarat konstztusaonah‘tasnya alzan
7. ditegaskan dalam amar putusan ini;
o= . bahwa sekurang kura:agnya ada. empat aiternatlf
uniuk menentukan kapan mulal diangkat dan saat
.berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya
coan casu Jaksa Agung, yaifu, pertama, berdasar
.. periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan
.- Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasar
periode . (masa waktu tertentu) vang fixed tanpa
dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; ketiga,
berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan;
; kgempat,'berdasarkan diskresi Presiden/pejabat
- yang mengangkatnya;
-~ . .bahwa  karena  ketidakpastian hukum itu

bertentangan dengan konstitusi maka seharusnya

- pembentuk Undang-Undang segera melakukan
legislative review untuk memberi kepastian dengan
memilih salah satu dari alternatif-alternatif
tersebut.




DIREKTORAT PUBLIKASI, KERJA SAM DAN

PENGUNDANGAN PERA’E‘URAN PERUNDANG-—UNDAN GAN

Kegzatan Subdzrektorat Ker_]a Sarna

Adapun pelaksanaan keglatan _-".I'{.érjasa'.'sfx.ia”:'.

' _;_'Intemasmnai seia_ma tnwulan I tahun 2010, mehpuu

- '_-Kegiatan kerjasama antara Dlrektorat Jenderal'_f
;Peraturan Perundang- undangan dengan National _
_:‘ dgrams (NLRP) daiam Rangkag.}'
Workshop On The: Study of UNTOC Gap Analyszs

bersama Ms. Marjone ‘Bonn' dz ‘Hotel Manhattan

g Jakarta pada tanggal 29 September 2010 -
';".”f.i-_Keglatan Forum. Group Dlscussmn {FGD) dengan

e 3tema Gap Analyszs United Nation Convention Agamtsﬁ__'

J - Transnastzonal Orgamzed Crime (UNTOCQC) . yang'
? :dzadakan d1 Hotel Manhattan Jakarta pada tanggal _

| 14 Oktober 2010.

Adapun pelaksanaan kegiatan 8031ahsa31 Rancangan.

.'.:iPeraturan Perundang undangan selama tnwulan III
. "'_":-tahun 2010, yang meliputi: :

Penyelenggaraan keg1atan Sosialisasi. Rancangan

'Undaﬂg—Undang tentang Perubahan - Atas Undang*'
. Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pada
v tanggal 28 September 2010. ' :
‘Penyelenggaraan kegiatan Sosmhsam Ra_ncangan

. .Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan

Badan Usaha Bukan Badan H_ukum_pada tanggal

_ 30 September 2010.
Kegiatan Subditrektorat Pengundangan Peraturan

Perundang-undangan

Pemberian Nomor dan Tahun LN/TLN dan BN/TBN

Pemberian Nomor dan Tahun pada media LN/TLN

dan BN/TBN sudah dilaksanakan sebagaimana mestinva.

Terhitung dari 2 Januari 2010 sampai dengan 31
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september 2010, telah: dlbenkan nomor pengundanga_n
. sebagai ‘berikut: :
1. Lembaran Negara mulai nomor 83 s.d nomor 114.
2. Tambahan Le_mbaran. Negara mulai nomor 5140 s.d
.. 5157, . G _ '
. 3. -Berita: Negara mulai nomor 320 s.d. 480
4 ;_Ta_mbahan Berita Negara 1,

REKAPI’I‘ULASI JUMLAH ?ERA’I'UM PERUNDAN&UNDANGAN YANG
CUS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA, TAMBAHAN
CLEMBARAN NEGABRA DAN BERITA NEGARA TAHUN 2010

{2 Januari 2010 s5.d. 4 Oktober 2010)

0. JEMISPERATURAN PERUNDANG UNDANGAN i prilin
1 [UndangUndang .- e
.2 [PEREU - _
3. [Peraturan Pemerlatah
4 iPeraturan Presiden
- §, |Peraturan Back Indonesia
‘g [Peraturan BPK e
7 |Peraturan KAPOLRI ' 24
'8 |Peraturan Menteri Pertahanan : ' g
9'"|Peraturan Menteri Perindustrian 25
40 |Perataren Hentefi Agama . T
11 [Peraturan Menteri Kehutanan A
12 {Peraturan Mentest Hukum dan HAM 1.6
13. |Peraturan Heneg Perumehan Rakyat _ . 10
14 |Peraturan Meneg Pemberdayasn Perempuan ._';'9 &
15 |Peraturan Kepala Sendi Negara 15
16 |Peraturan Menteri 5DH . 5
47 |Peraturan Menteri Pertanian 15
18 |Peraturan Meater] Kevangan 478
19 |Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 5
20 [Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Hewangan




21

Peraturan Kepala BKPM

22

Peraturan Menteri Dalam Negeri

23

Peraturan Menterl Pendidikan Fesional

24

Peraturan Meateri Lingkungan Hidup

25

Peraturan Menteri Perdagangen

26

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lot

Peraturan Kepala Badan I; arkotika Naslonal

128

i’e;atu:an Dewan Perwakilen Rakyat

24

Pemturaﬁ Badan Wak:s.f Indonesia

30

Peraturan Menteri Riset & Teknologi

3

Peraturan Bersama Mentesi Dalam Negerl, Menteri Perencanaan
Pembangunan Hasional/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Fegesi

32

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia

33

Peraturar Komisi Informasi

Peraturan Eepala BMEG

35

Peraturan Kemisi Pemilthan Umnm

36

Petaturan Badan Peagawas Obat daa Hakanan

7

Peraturan Badan Tenagz Atom dan Nuktir Hasional

38

Peraturan Menterl Homunikasi dan Informatika

3

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelantan dan
Perikanan

4

Peraturan LAN

42

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umupm

JUMLAH

B L B

760
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. PANE)UAN PENULISAN

S Naskah yang dlkzmn berbemtuk karya tuhs 1hn1ah sepertl_'_"
i ;'-has:al penehtlan 1apangan survey, h1poteS1s kapan teori,
Cstudi kepustakaan review buku, dan: gagasan kritis ™
_konseptual yang. bers1fat Ob_]ektlf s1sternatas anahsls, da,n i3
"deskrlptlf : e o
‘Naskah yang : dlkmm karya tuhs__ash ya,ng elum pema_h-.-_'-
- dimuat atau. d1pubhka51kam di media lain.
. Naskah dlke_tlk rangkap 2 (dua} spa31 d1 atas kertas. ukuran_-; '
: 41“'cierigan 'font Bodon" 'ukuran 12 pangang naskah a_ntara“'
4. 'Penulzsan hendaknya menggunakan bahasa Indonesza ‘

. yang balm lugas, sederhana, dan mudah dlpahamz. serta_
tidak-me: gandung makna ganda B
5. - Pokok peirﬁbahasan atau judul penuhsan berupa kallmat
L "'ya_ng singkat dan‘jelas,: dengan kata atau frasa kunc1 yang;

mencerminkan isi tulisan. ' 3

6. '_Slstematlka penuhsan dlsesualkan dengan aturan

L 3_.penuhsan 11m1ah egaan bahasa Indonesia yang
-_'_'dzsempumakan, yang secara garls besar sebagai berikut:

. Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Nama
penuhs abstrak ditulis dalam ‘bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris (dltuhs dalam 1 paragraf “dengan 2 spasi,

. ukuran 10, panjangnya antara 100 - 200 kataj, kata kunci
L dlcantumkan di bawah: abstrak, nama instansi penulis,

-.'_':-pendahuluan {latar. beiakang permasalahan, tujuan ruang

. lingkup, dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan

- pustaka, .data, dan_ analisis), penutup ._(kesimpuian dan
saran), dan daftar pustaka. - - :

7. Penulisan kutipan menggunakan modci catatan kaki

{footnote).

8. " Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung
“jawab penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan
“(redaksional) tanpa mengubah arti.

9. - Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan

tahun terbit, penerbit, kota/negara.
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